WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BLITAR TAHUN 2023 - 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(3) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota
Blitar Tahun 2023 - 2026;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679});

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 927);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomorl447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
BLITAR TAHUN 2023 - 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

W N

Daerah adalah Kota Blitar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
Walikota adalah Walikota Blitar.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Blitar atau sebutan lainnya yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan.

Dinas Pemberdaaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Blitar atau sebutan lainnya yang
selanjutnya disingkat DP3A adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang
selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi
laki-laki dan perempuan.

Gender adalah konsep yang mengacu pada
pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-
laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan
dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya
masyarakat.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah
acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam
melaksanakan strategi PUG untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih
fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan
berkelanjutan  sehingga dapat  mendorong
percepatan tersusunnya kebijakan program dan
kegiatan pembangunan yang responsif gender
sehingga  Pemerintah = Daerah  mendukung
kelancaran  perancanaan  pelaksanaan dan
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monitoring evaluasi pengarusutamaan gender
secara optimal dalam pembangunan menuju
terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi
laki-laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,
agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam
kegiatan  politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam
menikmati hasil pembangunan.

Analisis gender adalah proses analisis data gender
secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan
perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat
dalam proses pembangunan untuk
mengungkapkan akar permasalahan terjadinya
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan
tanggungjawab antara laki- laki dan perempuan.

Perencanaan Responsif Gender adalah
perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang
selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen
untuk mengatasi adanya perbedaan atau
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat pembangunan bagi laki-laki dan
perempuan.

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya
disingkat ARG adalah anggaran yang respon
terhadap kebutuhan perempuan dan laki- laki yang
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender.

Gender Analisys Pathway yang selanjutnya
disingkat GAP adalah alat analisis yang
dikembangkan untuk membantu para perencana
Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan
gender.

Gender Budget Statement yang selanjutnya
disingkat GBS adalah dokumen yang
menginformasikan suatu output kegiatan telah
responsif gender terhadap isu gender yang ada,
dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada
output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan gender.

Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang
selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah
konsultasi bagi pelaksana dan penggerak
pengarustamaan gender dari berbagai
instansi/lembaga di Daerah.
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18. Tim Penggerak atau Tim Driver PUG adalah Tim
yang beranggotakan perangkat daerah yang
mempunyai urusan perencanaan pembangunan,
urusan  keuangan, urusan  pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, serta urusan
pengawasan yang mempunyai tugas untuk
menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di tingkat Kota Blitar.

19. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-
masing.

Pasal 2

RANDA PUG dimaksud sebagai pedoman kepada
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan
lembaga kemasyarakatan lainnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada dan atau dari masyarakat yang
berperspektif gender dalam upaya  percepatan
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala
sektor pembangunan.

Pasal 3
Penyusunan RANDA PUG bertujuan:

a. Sebagai panduan dan arahan yang tepat dalam
proses penyusunan kebijakan, program dan
kegiatan terkait pengarusutamaan gender mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring-
evaluasi  (monev) pada  setiap tahapan
pembangunan,;

b. Mengukur efektifitas dan efisiensi serta pengaruh
dari implementasi kebijakan, program dan
kegiatan terkait pengarusutamaan-gender yang
disusun;

c. Mengefektifkan pelaksanaan strategi
pengarusutamaan gender secara lebih terukur,
terencana dan terarah untuk menjamin agar
perempuan dan laki-laki memperoleh akses,
partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh
manfaat yang adil dari pembangunan, serta
berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan
kesetaraan gender; dan

d. Mendukung tercapainya indikator IPG, IDG,
SDGs, SDGs Desa/Kelurahan, dan IKG.
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BAB Il
RANDA PUG

Pasal 4

(1) RANDA PUG Kota Blitar Tahun 2023-2026 melalui
penguatan kelembagaan PUG, sosialisasi PUG,
implementasi PPRG dan optimalisasi pelaksanaan
pemantauan PUG.

(20 RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi tolak ukur pencapaian PUG pada Tahun
2023-2026.

Pasal 5

(1) RANDA PUG disusun dengan sistematika, sebagai
berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Landasan Hukum Penyusunan RANDA PUG
Kota Blitar

BAB Ill Gambaran Umum dan Pembangunan Gender
di Kota Blitar

BAB IV Analisa dan Implementasi 7 (Tujuh) Prasyarat
PUG di Kota Blitar

BAB V RANDA PUG

BAB VI Penutup

(20 RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 6

Bappeda dan DP3A melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RANDA PUG Tahun Anggaran
2023 - 2026.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 18 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO




Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,
ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADJ WIJAYA, S.H..M.H.
NIP. 197)1210 200604 1 008
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